
 

 

PEMBATALAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 

DAERAH DARI PENGURUS PARTAI POLITIK DI DALAM PEMILIHAN 

UMUM BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI 

NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG LARANGAN RANGKAP 

JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH SEBAGAI 

PENGURUS PARTAI POLITIK 

 

SKRIPSI 

Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana 

Hukum 

 

OLEH : 

FADILHAMZAH ZIKRIL HAKIM 

1610111040 

 

DOSEN PEMBIMBING : 

ARFIANI S.H.,MH (PEMBIMBING I) 

FERI AMSARI,S.H.,MH.,LL.M (PEMBIMBING II) 

 

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM TATA NEGARA (PK V) 

 

 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS ANDALAS 

PADANG 

2020 



 

 

 

 

No. Alumni 

Universitas: 

Nama Mahasiswa: 

FADILHAMZAH 

ZIKRIL HAKIM 

No. Alumni Fakultas: 

a) Tempat/Tanggal Lahir: Jambi, 13 Desember  1998        f)  Tanggal Lulus : 04 Maret 2020 

b) Nama Orang Tua: Dahdir,SH dan Linda Loviana S.pd g) Predikat Lulus : Dengan Pujian 

c) Fakultas : Hukum                                                            h)    IPK : 3,79 

d) Program Kekhususan : Hukum Tata Negara                    i)   Lama Studi : 3 Tahun 10 Bulan 

e) No.Bp. : 1610111040                                   j)Alamat : Jl.Wr.Supratman No.3,Kota Pariaman 

 

PEMBATALAN PENCALONAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH DARI 

PENGURUS PARTAI POLITIK DI DALAM PEMILIHAN UMUM BERDASARKAN 

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 30/PUU-XVI/2018 TENTANG 

LARANGAN RANGKAP JABATAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH 

SEBAGAI PENGURUS PARTAI POLITIK 

(Fadilhamzah Zikril Hakim, 1610111040, Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang 

2020, 102 halaman) 

Abstrak 

      Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan sebanyak empat kali, mulai dari 

1999 sampai tahun 2002. Perubahan Undang-undang Dasar 1945 ini memunculkan lembaga-

lembaga negara baru. Anggota Dewan Perwakilan Daerah terdiri dari 1/3 dari jumlah anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat. Masing-masing provinsi terdiri dari 4 orang perwakilan yang 

menjabat sebagai dewan perwakilan daerah. Adapun rumusan masalah dalam penulisan ini adalah 

bagaimana konsep dewan perwakilan daerah menurut Undang-Undang Dasar Tahun 1945, 

apakah komisi pemilihan umum memiliki kewenangan dalam membuat peraturan untuk 

membatalkan pencalonan anggota dewan perwakilan daerah dari pengurus partai, dan bagaimana 

komisi pemilihan umum menjalankan kewenangannya dalam membatalkan pencalonan anggota 

dewan perwakilan daerah dari pengurus partai berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, sedangkan data yang 

digunakan adalah data sekunder serta metode pengumpulan data berupa studi dokumen 

(kepustakaan). penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep dewan perwakilan daerah 

menurut Undang-Undang Dasar tahun 1945, mengetahui kewenangan Komisi Pemilihan Umum 

dalam membuat peraturan untuk membatalkan pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah 

dari pengurus partai, dan mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum 

di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa 

pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah tidak boleh dari pengurus partai, karena 

mekanisme pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Daerah harus perseorangan sebagaimana 

yang terdapat pada pasal 60a Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.26 Tahun 2018 tentang 

pencalonan perseorangan peserta pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah dan pasal 

22e ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa peserta pemilu anggota DPD 

itu perseorangan. KPU terlibat dalam hal ini karena dari kasus Oesman Sapta Odang, maka peran 

dari komisi pemilihan umum sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan di dalam 

pemilihan umum, terutama dalam pencalonan Dewan Perwakilan Daerah yang tidak boleh dari 

pengurus partai politik. 

Kata Kunci : Pemilihan Umum , Dewan Perwakilan Daerah, Putusan Mahkamah 

Konstitusi, Partai Politik. 

 



 

 

 


